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A. Latar Belakang Masalah  
Pernikahan suatu hal yang sangat diharapkan banyak orang 
dikarenakan banyak keuntungan dan kemuliaan bagi siapa saja yang 
melakukanya. Seseorang yang sudah memiliki kemampuan baik di bidang 
ekonomi maupun mental tentu ingin segera melangsungkan pernikahan. 
Hanya sedikit orang saja yang berargumen bahwa pernikahan hanyalah 
sebuah kegiatan formalitas saja sebagai alasan hukum untuk membolehkan 
segala sesuatu yang dilarang sebelum adanya pernikahan tersebut. Hal ini 
tentunya tidak relevan manakala hanya dipahami dengan salah satu 




Agama Islam menganjuran bagi setiap pemeluknya untuk menikah, 
karena pernikahan merupakan sunnatulla>h dan berlaku kepada semua 
makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan 
merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-
Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
2
 Sesuai firman 
Allah Surat Az-Za>riya>t ayat 49. 
                  
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Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 




Pernikahan menurut terminologi berarti akad serah terima antara 
laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu 
sama lainnya dan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang saki>nah 
dan menjadi masyarakat yang sejahtera.
4
 
Pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan 
saja tetapi sebagai akad yang kuat sesuai seperti yang diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi “perkawinan menurut 
hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 
mi>tha>qan ghali>d}an untuk mentaati Allah dan melaksanakannya adalah 
Ibadah.
5
 Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-nisa>’ ayat 21: 
                      
       
Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal 
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai 
suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari 
kamu Perjanjian yang kuat”.6 
 
Dasar perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 
bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
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tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7
 
Firman Allah dalam Al-qur’an Surah Ar-ru>m ayat 21: 
                       
                         
Artinya:  dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 





Disyariatkannya perkawinan tentu banyak mengandung hikmah 
dan manfaat. Hikmah perkawinan yang paling pokok ialah membuat 
seseorang lebih terjaga kehormatan agama dan dirinya dan menjadikan 




Syarat dan rukun pernikahan adalah dasar bagi sahnya pernikahan. 
Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka sahlah pernikahan dan 
menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami-isteri. Pada garis 
besarnya syarat sah pernikahan adalah laki-laki dan perempuannya sah 
untuk dinikahi dan akad nikahnya  dihadiri oleh para saksi.
10
 
Adapun mengenai jenis atau sifat pernikahan syar’i menurut para 
ahli fiqih bergantung pada keadaan masing-masing orang:
11
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1. Fardhu, apabila seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jika 
tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah 
kepada isterinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak 
pernikahan lainnya. Dan ia tidak mampu menjaga dirinya untuk jatuh 
ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya.  
2. H}aram, jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan 
isterinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu  
untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Tau tidak bisa berbuat adil 
diantara isteri-isterinya. 
3. Makruh, jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. 
Seperti tidak mampu memberi nafkah, atau kehilangan keinginan 
kepada perempuan. 
4. Dianjurkan dalam kondisi stabil menurut Imam Syafi’i, pernikahan 
dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya tidak 
khawatir terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah dan juga 
tidak khawatir akan berbuat zalim kepada isterinya jika ia menikah. 
Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara 
perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia 
maupun di akhirat. Dalam AL-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga 
termasuk sunnah rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi 
Muhammad Saw. 
Pada dasarnya pernikahan adalah anjuran yang bernilai ibadah bagi 
yang melaksanakannya dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah 

































melalui wahyunya dalam Al-Quran. Dan tidak ada larangan menikah 
dalam keadaan hamil berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 53 yaitu:
12
 
1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria 
yang menghamilinya. 
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan pernikahan ulang setelang anak yang dikandung lahir. 
Setiap masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kaidah-kaidah 
hukum atau peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, baik peraturan 
tertulis maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis dan 
dibukukan yang tersebar oleh pola-pola perilaku yang diikualifikasikan 
sebagai hukum.
13
 Sesuai dengan yang terjadi di Desa Tanjangawan 
Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang mempunyai peraturan 
tersendiri untuk memberikan efek jera kepada warga yang melakukan 
atau yang diketahui hamil di luar nikah maka perempuan tersebut tidak 
boleh menikah dengan laki-laki yang sudah menghamilinya ataupun laki-
laki lain yang mau menikah dengannya.  
Dalam masalah hamil di luar nikah seharusnya masalah ini 
memerlukan perhatian yang bijaksana terutama yang terjadi di Desa 
Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, oleh karena 
                                                          
12
 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil. 
13
 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2. 

































itu adanya peraturan ini menjadi masalah dan tidak sesuai dengan adanya 
hukum yang sudah mengatur kemaslahatan bagi wanita yang hamil di luar 
nikah untuk bisa menikah dengan laki-laki yang menghamili atau laki-laki 
lain yang ingin menikah dengan wanita tersebut dengan tujuan 
kemaslahatan wanita dan anak yang dikandungnya.  
Ulama’ Imam Syafii dan Hanafi menetapkan kebolehan untuk 
melaksanakan perkawinan dalam keadaan perempuan hamil dan 
perkawinan keduanya sah.
14
 akan tetapi di Desa Tanjangawan Kecamatan 
Ujung Pangkah Kabupaten Gresik melarang dan sepakat para tokoh 
masyarakat untuk tidak menikahkan keduanya.  
Berdasarkan pengamatan sementara di Desa Tanjangawan 
Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik terbukti memang tidak ada 
akad atau pernikahan sepasang kekasih jika perempuan diketahui sudah 
mengandung bahkan menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya 
sekalipun. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang 
analisis hukum Islam dari adanya peraturan desa yang melarang adanya 
pernikahan apabila perempuan diketahui hamil sebelum adanya akad 
(hamil di luar nikah) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Luar 
Nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten 
Gresik” 
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 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Kencana: Jakarta timur, 2003), 125. 

































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 
masalah penelitian sebagai beriku: 
1. Perkawinan menurut hukum Islam 
2. Syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam 
3. Larangan pernikahan dalam hukum Islam  
4. Larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan 
Ujung Pagkah Kabupaten Gresik. 
5. Pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah 
di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik 
6. Dasar hukum adanya larangan kawin hamil di luar nikah di Desa 
Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. 
Dari beberapa masalah di atas, penulis membatasi satu yang menjadi 
acuan untuk penelitian ini yaitu tentang analisis hukum Islam terhadap 
pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di Desa 
Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dengan adanya 
peraturan desa tersebut. 
 
C. Rumusan Masalah  
Berkaitan dengan uraian di atas, maka ada permasalahan yang 
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

































1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di 
luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten 
Gresik? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat 
tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan 
Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik? 
 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian tentang masalah kawin hamil di luar nikah sudah pernah 
dikaji oleh beberapa penulis diantaranya: 
1. Afif Azhari (2009) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme 
Kabupaten Gresik”. Skripsi ini membahas tentang prosedur di KUA 
mengenai wanita yang hamil di luar nikah di wilayah Kecamatan Cerme 
Kabupaten Gresik. Yaitu tentang bagaimana proses pendaftaran 
pernikahan wanita yang sudah hamil di kantor KUA Kecamatan Cerme 
Kabupaten Gresik dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 
pelaksanaan pernikahan wanita hamil luar nikah di KUA Kecamatan 
Gresik yaitu menganilis menggunakan teori-teori yang bersifat umum 
tentang pernikahan dan prosedur pencatatan nikah sehingga 
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.
15
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2. Fifi Kurnia Ilahi (2016), dengan judul “Bimbingan dan Konseling Islam 
Melalui Buku Panduan Untuk Mencegah Hamil di Luar Nikah Pada 
Siswi di SMK NU Bahrul Ulum Pelem Watu Menganti Gresik”. Skripsi 
ini lebih membahas tentang bimbingan dan konseling untuk pencegahan 
terjadinya hamil di luar nikah dengan memberikan solusi serta 




3. M. Hamim  (2012), dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Kehamilan di Luar Nikah Sebagai Faktor Utama Penyebab 
Meningkatnya Perkara Dispensasi Perkawinan di PA Tuban” bagaimana 
analisis terhadap faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya 
permohonan dispensasi perkawinana di PA Tuban karena hamil di luar 
nikah, bagaimana pertimbangan  dan dasar hukum majelis  hakim dalam 
memutus perkara-perkara tersebut serta bagaimana analisis hukum isam 
terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam mengabulkan 




4. Akbar Baihaki, 2012, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 
Tahun 2010)”, skripsi ini mengkaji masalah nikah hamil yaitu 
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perkawinan yang pada saat mempelai perempuan hamil akibat 
perzinahan sebelumnya, dengan kajian menganalisis pendapat penghulu 
KUA Kecamatan sewon kabupaten bantul yogyakarta mengenai 
pandangannya terhadap nikah hamil.
18
 
5. Dedeh Nursolihah, 2016 dengan judul “Problematika Nikah Hamil Di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan (Analisis Terhadap 
Pertimbangan Hukum Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Banguntapan)”, skripsi ini mengkaji tetang 
pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terkait 
pernikahan hamil dengan melihat petunjuk yang ada dalam Al-quran, 




Dari daftar penelelitian-penelitian sebelumnya membahas lebih 
mengacu terhadap mekanisme pegawai atau penghulu KUA yang mana ada 
tidaknya perbedaan antara pernikahan wanita hamil dengan pernikahan 
wanita yang tidak hamil dan problematika yang terjadi di KUA.  
Masalah “Hamil di Luar Nikah” yang dijelaskan di atas, penulis 
tertarik untuk mengangkat hal baru sehingga terlihat jelas bahwa penulis 
tidak melakukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang 
sudah ada, tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh 
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Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa 
Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik”, skripsi ini 
penulis menfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh 
masyarakat mengenai larangan kawin yang terjadi di Desa Tanjangawan 
Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. 
 
E. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pandangan tokoh 
masyarakat tentang larangan kawin karena hamil di luar nikah di Desa 
Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. 
2. Untuk menganalisis secara hukum Islam terhadap pandangan tokoh 
masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa 
Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.  
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Diantara manfaat yang berkaitan dengan penelitian yang penulis 
laksanakan ini adalah : 
1.  Secara teoritis, hasil penelitian dapat melatih diri dalam dalam 
melakukan penelitian serta menambah khasanah keilmuan bagi penulis 
terkait dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh 

































Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa 
Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.  
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 
atau literatur bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Sunan 
Ampel Surabaya.  
 
G. Definisi Operasional  
Dalam definisi operasional perlu dipaparkan makna dari konsep atau 
variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam meneliti, mengkaji 
atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang dimaksud dengan definisi 
operasional adalah sebagai berikut 
Hukum Islam :Al-quran dan hadist, pendapat para imam 
diantaranya Imam Maliki, Hanbali, Hanafi 
dan Imam Syafii dalam kitab-kitab fiqh dan 
Kompilasi Hukum Islam. 
Pandangan Tokoh Masyarakat :pendapat atau pemikiran dari tokoh 
masyarakat, kyai, ustadz tentang dasar 
hukum yang digunakan. 
Kawin Hamil di Luar Nikah :akad nikah seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan yang sedang hamil 
karena hasil dari hubungan seks di luar 
nikah.  

































H. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah field research (bahan-
bahan lapangan), yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari Desa 
Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik berupa 
larangan kawin hamil di luar nikah yang terjadi di Desa tersebut  dan 
gambaran latar belakang yang menjadi faktor larangan pernikahan 
tersebut.  
2. Lokasi 
Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung 
Kabupaten Gresik.  
3. Data Yang Dihimpun  
a. Geografis, Monografis 
b. Gambaran perkawinan di Desa Tanjangawan kecamatan ujung 
pangkah kabupaten gresik  
c. Deskripsi larangan kawin hamil di luar nikah  
d. Alasan larangan kawin hamil di luar nikah  
e. Pandangan para tokoh masyarakat tentang larangan kawin bagi 
wanita yang sedang hamil di luar nikah: 
1) Pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar 
nikah 
2) Alasan dan dasar hukum larangan kawin hamil di luar nikah. 
4. Sumber Data  

































Berkaitan dengan rumusan masalah di atas maka data larangan 
kawin ini sesuai dengan peraturan atau hukum adat di Desa Tanjangawan 
Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang meliputi dua sumber, 
meliputi: 
a. Responden adalah para tokoh masyarakat diantaranya kepala desa dan 
kesra desa tanjangawan kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik.  
b. Informan adalah pihak yang memberi informasi terkait masalah 
larangan kawin  hamil di luar nikah yaitu sampel warga desa.   
5. Tehnik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan 
penelitian ini adalah Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan 
data yang langsung ditunjukan pada subjek penelitian, berupa pertanyaan-
pertanyaan baik tulisan maupun lisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan 
kepada para tokoh masyarakat mengenai larangan kawin hamil di luar 
nikah di desa tanjangawan kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik 
dan kepada beberapa warga setempat (sampel) untuk mendapatkan 
informasi lebih terkait larangan kawin karena hamil di luar nikah ang 
terjadi di Desa setempat. 
6. Tehnik Pengolahan Data 
Data yang di dapat dari lapangan dan dokumen yang sudah 
terkumpulkan akan dilakukan analisa, tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data 
yang diperoleh secara cermat baik dari data yang di dapat dari 

































responden maupun informan tentang pandangan tokoh masyarakat 
tentang larangan kawin karena hamil di luar nikah di Desa 
Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.  
b. Organizing, menyusun data secara sistematis mengenai analisis 
hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan 
kawin karena hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan 
Ujung Pangkah kabupaten Gresik.  
c. Analizing, yaitu tahapan analisis terhadap data yang diperoleh penulis 
tentang pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin karena 
hamil di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah kabupaten 
Gresik.  
 
I. Sitematika Pembahasan  
Sistematika pembahasan ini akan diuaraikan secara garis besar materi 
yang dibahas untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan dibagi beberapa 
bab dan sub bab sehingga dapat dipahami oleh pembaca, adapun susunan 
sistematikanya addalah sebagai berikut: 
Bab pertama : yaitu pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab 
antara lain; latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi 
operasional, metode penelitian yang dibagi dalam beberapa sub bab yaitu 

































jenis penelitian, lokasi, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik 
pengelolaan data. dan sub terakhir sistemmatika pembahasan.  
Bab kedua : landasan teori hukum Islam tentang Perkawinan wanita 
hamil di luar nikah dan status anak yang dilahirkan menurut hukum Islam, 
yaitu memuat pengertian perkawinan wanita hamil di luar nikah, perkawinan 
wanita hamil menurut hukum Islam, dan akibat hukum terhadap status anak 
dan hak anak yang dilahirkan. 
Bab ketiga : pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin 
hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah 
Kabupaten Gresik, meliputi; deskripsi umum Desa Tanjangawan Kecamatan 
Ujung Pangkah Kabupaten Gresik diantaranya profil dan sejarah Desa 
Tanjangawan, keadaan geografis dan jumlah penduduk Desa Tanjangawan, ,  
keadaan sosial budaya Desa Tanjangawan, pendidikan dan keagamaan Desa 
Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Selanjutnya 
pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil yaitu deskripsi 
pandangan tokoh masyarakat serta alasan dan dasar hukum larangan kawin 
hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung pangkah 
Kabupaten Gresik.  
Bab keempat : analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh 
masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan 
Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, meliputi; pandangan tokoh 
masayarakat tentang larangan kawin hamil dan analisis hukum islam 

































terhadap pandangan tokoh masayarakat tentang kawin hamil di luar nikah di 
Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.  
Baba kelima : merupakan penutup dari skripsi yang terdiri kesimpulan 
dan saran. 
